
 
 

 
 
RANCAN 

 
  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 
 

NOMOR  6  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARANGASEM, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Bali 
yang telah ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama 

mengakhiri perjanjian para pihak dengan surat 
permohonan persetujuan penghentian/mengakhiri 
kerjasama penjaminan kredit dari Bupati Karangasem 

dengan surat nomor 518/2480/DKUKM tanggal 15 Juli 
2013 dan disetujui oleh PT (Persero) ASKRINDO dengan 

surat nomor 909/DIR tanggal 31 Juli 2013 dan PT BPD 
Bali dengan surat nomor R-1595/DIR/KRD/2013, tanggal 
5 Agustus 2013, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Karangasem Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Dana Penguatan Modal perlu dicabut; 

    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Dana Penguatan Modal; 

    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

    
  2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);                            

    
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3790); 
    

  4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

    

  5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan       Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    
  10. 

 
 

 
 
11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4); 

  
 Dengan Persetujuan Bersama 

    
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN KARANGASEM 

 dan 
 BUPATI KARANGASEM 
   

 MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 2 TAHUN 
2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL. 

   
  Pasal 1 
    

  Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 
2010 tentang  Pengelolaan Dana Penguatan Modal. 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor  2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

    
  Pasal 2 

    
  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem. 
    

    
  Ditetapkan di Amlapura 
  pada tanggal 25 September 2013 

   
  BUPATI KARANGASEM, 

   
   
   

  I WAYAN GEREDEG 
 
Diundangkan di Amlapura 

 

pada tanggal 25 September 2013  
 

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, 

 
   
   

I GEDE ADNYA MULYADI   
   

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 NOMOR 6. 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

NOMOR  6  TAHUN 2013 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  

NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL 
 

 

I UMUM 

Penempatan dana deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Bali sebagai penguatan modal UMKM, LPD, dan Koperasi yang 

ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama untuk jaminan pengelolaan 

Kredit Tanpa Agunan (KTA), berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Bali menyatakan bahwa 

Pemerintah Daerah tidak boleh memberikan jaminan atas pinjaman pihak 

lain, dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada buletin Teknis 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir 

yang menyatakan Pengertian Dana Bergulir merupakan dana yang 

dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh 

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan 

meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Berkenaan dengan hal 

tersebut maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah 

Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana 

Penguatan Modal 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 Pasal 2 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5. 


